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Abstract. The Splinterlands NFT platform is transforming the entertainment and arts industry by enabling unique
digital ownership. However, legal questions about intellectual property rights in NFT platforms need further
understanding. The Splinterlands case study examines the legal implications in the ownership of copyrights,
brands, and game elements within NFTs. Also focusing on the collection of personal data by platform
owners and its impact on user privacy, the method used is normative with a statute approach. The analysis
highlights the role of NFT platform owners in determining ownership rights. Users need to understand and
accept service changes that affect rights and responsibilities. Child and data protection is important for
platform owners. This research emphasizes the importance of clear legal agreements between users and
platform owners to avoid future legal disputes. In the era of NFT growth, understanding rights and
obligations in intellectual property ownership is important for the protection of all parties.
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Abstrak. Platform NFT Splinterlands mengubah industri hiburan dan seni dengan memungkinkan kepemilikan
digital unik. Namun, pertanyaan hukum tentang hak kekayaan intelektual dalam platform NFT perlu
pemahaman lebih lanjut. Studi kasus Splinterlands menguji implikasi hukum dalam kepemilikan hak cipta,
merek, dan elemen permainan dalam NFT. Fokus juga pada pengumpulan data pribadi oleh pemilik
platform dan dampaknya terhadap privasi pengguna. metode yang diapakai adalah normatif dengan
pendekatan perundang-undangan (statute approach). Hasil analisis menyoroti peran pemilik platform NFT
dalam menentukan hak kepemilikan. Pengguna perlu memahami dan menerima perubahan layanan yang
mempengaruhi hak dan tanggung jawab. Perlindungan anak dan data penting bagi pemilik platform.
Penelitian ini menegaskan pentingnya perjanjian hukum yang jelas antara pengguna dan pemilik platform
untuk menghindari sengketa hukum di masa depan. Dalam era pertumbuhan NFT, pemahaman hak dan
kewajiban dalam kepemilikan hak intelektual penting untuk perlindungan semua pihak.

Kata Kunci - Non-fungible tokens (NFT); splinterland; Privasi; Kerangka hukum; Pemilik Digital; implikasi kebijakan

I.PENDAHULUAN

NFT merupakan singkatan dari "Non-Fungible Token" (Token Non-Fungible) dalam bahasa
Inggris. Ini adalah representasi digital unik dari suatu objek atau karya seni yang dihasilkan menggunakan
teknologi blockchain. Konsep utama di balik NFT adalah sifat "non-fungible", yang berarti setiap token
memiliki nilai dan karakteristik yang unik, tidak seperti aset "fungible" seperti uang atau mata uang kripto
yang bisa saling dipertukarkan dengan nilai yang sama. Setiap NFT memiliki karakteristik yang benar-
benar unik dan dapat diveritikasi. Ini berarti NFT dapat digunakan untuk mewakili kepemilikan digital dari
berbagai jenis barang, termasuk karya seni digital, video, audio, koleksi permainan, dan banyak lagi.
Teknologi Blockchain: NFT dibangun di atas teknologi blockchain, yang memungkinkan untuk pencatatan
dan validasi transaksi serta kepemilikan. Ethereum adalah salah satu platform blockchain yang paling
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populer untuk pembuatan dan perdagangan NFT, meskipun ada juga platform lain yang menawarkan
NFTI[1].

NFT telah digunakan dengan sangat sukses dalam dunia seni digital. Seniman dapat membuat dan
menjual karya seni digital mereka sebagai NFT, memungkinkan mereka untuk menjual karya-karya unik
secara langsung kepada para kolektor. NFT juga telah diterapkan dalam industri permainan, di mana pemain
dapat memiliki dan menukar item dalam permainan sebagai NFT. Kepemilikan NFT tercatat di blockchain,
yang berarti siapa pun dapat dengan mudah memverifikasi kepemilikan dan sejarah transaksi suatu NFT.
NFT dapat dibeli, dijual, atau ditukar di pasar NFT yang ada di berbagai platform.

Sejauh ini pembelian pada asset NFT dilakukan oleh "Everydays: The First 5000 Days" oleh
Beeple: Karya seni digital ini terjual dengan harga $69.3 juta dalam lelang oleh rumah lelang Christie's
pada Maret 2021. Beeple (nama seniman Mike Winkelmann) telah menciptakan gambar digital setiap hari
selama lebih dari 13 tahun dan kemudian menggabungkannya menjadi satu karya seni NFT. "Crossroads"
oleh Beeple: NFT ini terjual dengan harga $6.6 juta pada Januari 2021. Karya ini sangat kontroversial
karena telah dihapus oleh Christie's setelah pembelian pertama, tetapi kemudian dilelang kembali dan
terjual kembali[2].

NFT sangat dinamis dan terus berkembang, dan harga NFT dapat sangat bervariasi tergantung pada
popularitas seniman atau pencipta, keterkaitan dengan tren dan budaya populer, kelangkaan, dan faktor-
faktor lainnya. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 mengenai Hak Cipta (UUHC 2014),
permainan video adalah salah satu bentuk karya yang mendapat perlindungan hak cipta. Permainan video
merupakan produk dari proses kreatif yang memiliki unsur orisinalitas. Dalam permainan video, terdapat
berbagai komponen seperti program komputer, elemen grafis, elemen audio seperti suara dan musik, narasi
cerita, karakter, dan unsur-unsur lainnya. Setiap komponen ini dapat memiliki hak cipta secara individu
atau secara bersama-sama. Meskipun demikian, UUHC 2014 tidak memberikan definisi yang tegas
mengenai permainan video, sehingga hal ini bisa menimbulkan kebingungan dalam mengukur batasan dan
cakupan permainan video sebagai objek hak cipta. Selain itu, UUHC 2014 juga tidak secara spesifik
mengatur hak dan tanggung jawab berbagai pihak yang terlibat dalam pembuatan dan penggunaan
permainan video, seperti para pengembang. penerbit, distributor, penyewa, pemain, dan pelaku lainnya.
Sebagai contoh konkret, Splinterlands dapat dijadikan sebagai ilustrasi[3].

Splinterlands merujuk pada permainan kartu koleksi digital berbasis blockchain yang
dikembangkan oleh Steem Monsters. Ini adalah aplikasi terdesentralisasi (dApp) yang menggunakan
teknologi blockchain, khususnya blockchain Steem, untuk memungkinkan pemain mengumpulkan,
menukar, dan bertarung dengan kartu perdagangan digital. Dalam Splinterlands, pemain mengumpulkan
dan membangun dek kartu yang mewakili berbagai makhluk dan karakter, masing-masing dengan
kemampuan dan atribut unik. Kartu-kartu ini dikelompokkan ke dalam berbagai "fraksi," yang pada
dasarmnya adalah faksi atau kelas. Pemain kemudian terlibat dalam pertempuran melawan lawan Al atau dek
pemain lain untuk mendapatkan hadiah dan meningkatkan koleksi kartu mereka. Semakin pesatnya
perkembangan teknologi membuat jenis transaksi konvensional beralih menuju transaksi
elektronik, seperti Blockchain dan smart contract yang banyak digunakan pelaku usaha karena
teknologi ini dapat melakukan transaksi elektronik dengan cara yang lebih mudah dan efisien[4].

Pemanfaatan teknologi blockchain dalam permainan ini memberikan pemain kepemilikan sejati
atas kartu-kartu digital mereka, memungkinkan mereka untuk membeli, menjual, dan menukar kartu-kartu
di pasar blockchain. Kepemilikan berbasis blockchain ini memastikan kelangkaan dan otentisitas aset
digital. Kondisi penelitian saat ini asset NFT (Non-Fungible Token) masih merupakan fenomena yang
relatif baru dan memerlukan eksplorasi lebih lanjut dari berbagai perspektif hukum. Penting untuk merujuk
sumber-sumber hukum yang kredibel guna mendalami topik ini secara lebih mendalam. Salah satu contoh
kasus pelanggaran kekayaan intelektual dalam konteks kepemilikan NFT dapat ditemukan dalam insiden
di platform marketplace NFT terbesar, Opensea. Dalam laporan yang beredar, seorang pengguna dengan
akun 'OriginalTokenArt' telah menjual lebih dari 100 NFT, termasuk merek-merek ternama seperti
Microsoft Corp, Dell Inc, The Boeing Company, Barclays, Morgan Stanley, dan Verizon. Pengguna ini
mengklaim kepemilikan hak cipta atas logo-logo perusahaan tersebut, dan menjualnya sebagai NFT tanpa
mendapatkan izin resmi dari pemilik asli. Tindakan ini dengan jelas merupakan pelanggaran terhadap hak
kekayaan intelektual perusahaan-perusahaan tersebut dan berpotensi memicu gugatan hukum[5].
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Kasus lain yang mencuat melibatkan seniman digital terkenal Beeple, yang karya utamanya
berjudul 'Everydays: The First 5000 Days' terjual seharga $69 juta sebagai NFT. Ternyata, beberapa karya
Beeple menunjukkan adanya unsur-unsur yang diambil dari karya seniman lain tanpa izin atau pengakuan
yang sesuai. Sebagai contoh, karya 'Into The Ether' menggunakan gambar yang diambil dari karya seniman
Filip Hodas tanpa mencantumkan sumber aslinya. Hal ini mengundang kontroversi dan mendapat kritik
dari kalangan komunitas seni dan masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu, kasus semacam ini
mengilustrasikan bahwa pertimbangan terhadap aspek kekayaan intelektual masih belum memadai dalam
dunia NFT. Dalam konteks dinamika berkembangnya teknologi blockchain dan fenomena Non-Fungible
Token (NFT), terdapat kebutuhan mendalam untuk menganalisis aspek hukum yang berkaitan dengan
kepemilikan hak kekayaan intelektual pada platform NFT[6]. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan
dengan tujuan utama untuk menganalisis secara menyeluruh isu-isu hukum yang muncul dalam
kepemilikan hak kekayaan intelektual pada platform NFT, dengan fokus pada studi kasus Spliterland.
Kajian ini sangat penting karena dengan fenomena NFT yang semakin meluas, terdapat kecenderungan
munculnya pelanggaran hak kekayaan intelektual, seperti pelanggaran merek dagang dan hak cipta, yang
dapat membawa dampak serius pada pelaku industri kreatif dan korporasi. Penelitian ini bertujuan untuk
memberikan pemahaman mendalam tentang kerangka hukum yang mengatur kepemilikan hak kekayaan
intelektual dalam transaksi NFT di platform Spliterland, serta menganalisis implikasi hukum yang
terkait[7].

Dengan demikian, manfaat dari penelitian ini meliputi memberikan panduan hukum yang
jelas bagi para pelaku industri NFT, pemilik hak kekayaan intelektual, dan juga para konsumen
dalam menjalankan transaksi NFT di platform Spliterland. Selain itu, penelitian ini diharapkan
dapat mendorong penerapan praktik hukum yang lebih baik dalam menghadapi tantangan hukum
yang berkaitan dengan NFT, sehingga dapat menjaga keberlanjutan perkembangan industri kreatif
secara adil dan berintegritas. NFT memberikan sertifikat kepemilikan aset digital, tetapi kerangka
hukumnya masih berkembang. Pembeli dan penjual NFT harus mengetahui hak-hak mereka dan
menghindari pelanggaran IP, Pencucian uang dan terorisme dapat menggunakan NFT[8].

Rumusan Masalah :

1. Bagaimana Implikasi Hukum Atas Kepemilikan Aset NFT ?

II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan fokus pada analisis perundang-undangan
(pendekatan statute). Sumber utama yang digunakan adalah Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Selain itu, bahan pendukung berupa buku dan
jurnal dari lembaga indeks lens.org juga dimanfaatkan. Pendekatan konseptual berfokus pada prinsip sahnya
perjanjian dalam konteks kepemilikan kekayaan intelektual. Term of Agreement dari platform seperti
Splinterlands juga dianalisis untuk memahami bagaimana ketentuan penggunaan mempengaruhi
kepemilikan dan hak cipta. Metode analisis yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, dengan kesimpulan
yang ditarik secara deduktif untuk mencapai kesimpulan umum yang sesuai dengan tujuan penelitian.
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II1. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penerimaan dari Ketentuan Pengguna (Term Of Agreement) pada Platform

Splinterlands adalah aplikasi yang memanfaatkan jaringan blockchain Hive yang memungkinkan
pengguna untuk memiliki, mentransfer, dan berdagang kartu digital unik, yang kemudian dapat
divisualisasikan di situs web atau aplikasi seluler yang dapat diinteraksi oleh pengguna (selanjutnya disebut
"Aplikasi"). Menggunakan Aplikasi, pengguna dapat melihat kartu-kartu mereka dan memperoleh paket
kartu, yang memberikan pemain 5 kartu acak secara probabilistik per paket. Steem Monsters Corp. yang
dikenal sebagai Splinterlands ("Splinterlands", "kami", atau "kita") membuat Aplikasi ini tersedia bagi
pengguna. Namun, sebelum menggunakan Aplikasi atau Situs, perlu meninjau Syarat Penggunaan ini dan
semua syarat dan ketentuan yang dimasukkan di dalamnya melalui referensi (secara kolektif disebut,
"Syarat-syarat ini"). "Kartu-kartu" merujuk pada kartu koleksi digital yang kami tawarkan. "Kontrak Pintar"
merujuk pada kode komputer yang dieksekusi sebagai respons terhadap transaksi yang dipublikasikan di
jaringan blockchain Hive, yang menghasilkan hasil yang konsisten dan dapat diverifikasi. "Steem Monsters
Corp. yang dikenal sebagai Splinterlands" merujuk pada Perusahaan dalam hukum Commonwealth of
Pennsylvania yang memiliki Aplikasi dan Situs Splinterlands. Kartu-kartu Splinterlands telah
memanfaatkan teknologi buku besar terdistribusi untuk menerbitkan paket-paket kartu acak probabilistik
sebanyak 5 kartu, yang terbatas pada jumlah yang telah ditentukan sebelumnya yang berbeda untuk setiap
edisi, sebagai berikut: Alpha - 300,000, Beta - 900,000, Untamed - 1,500,000, Essence Orbs - 200,000[9].
Blockchain tempat Aplikasi yang dikembangkan dan mempertahankan kendali penuh atas elemen- elemen
pseudo-random dari proses pembuatan kartu, yang berarti kami tidak dapat memanipulasi atau
mempengaruhi proses pembuatan kartu atau kartu-kartu tersebut. Probabilitas menerima jenis kelangkaan
dan versi kartu tertentu ditentukan oleh proses pembuatan kartu dan secara kasar adalah sebagai berikut:
kelangkaan umum - 75,2%, kelangkaan langka - 20%, kelangkaan epik - 4%, kelangkaan legendaris - 0,8%,
selain itu, kelangkaan kartu berlapis emas adalah 2%. Kemungkinan menerima kartu kelangkaan legendaris
atau berlapis emas dapat ditingkatkan melalui penggunaan ramuan, yang tersedia untuk dibeli di Aplikasi.
Aplikasi harus digunakan melalui peramban web yang didukung pada perangkat desktop atau seluler[10].
Alat dan layanan pihak ketiga mungkin diperlukan untuk terlibat dalam transaksi menggunakan mata uang
kripto. Transaksi yang terjadi di Aplikasi dikelola dan dikonfirmasi melalui jaringan Hive. Membawa
bahwa alamat publik Hive akan dibuat secara publik ketika pengguna melakukan transaksi di Aplikasi.
Layanan ini tidak memiliki atau mengontrol jaringan Hive, atau situs, produk, atau layanan pihak ketiga
lainnya yang mungkin  diakses, kunjungi, atau gunakan untuk tujuan memungkinkan pengguna
menggunakan berbagai fitur Aplikasi. Aplikasi tidak akan bertanggung jawab atas tindakan atau kelalaian
dari pihak ketiga tersebut, dan aplikasi tidak akan bertanggung jawab atas kerusakan yang mungkin
pengguna alami akibat transaksi pengguna atau interaksi lainnya dengan pihak ketiga tersebut[11].

B. Hubungan Hukum Para Pihak yang Terlibat Kedalam Kepemilikan Hak Cipta, Antara Pengguna
Dan Pemilik Platfrom

Hubungan hukum antara pengguna dan pemilik platform dalam hal kepemilikan hak cipta diatur
oleh ketentuan dan persyaratan yang ditetapkan oleh pemilik platform melalui perjanjian pengguna atau
ketentuan penggunaan. Dalam konteks platform atau aplikasi digital, biasanya ada beberapa hal yang perlu
diperhatikan, Hak Cipta Konten Pengguna Pemilik platform mungkin memiliki ketentuan yang mengatur
bagaimana hak cipta konten yang diunggah oleh pengguna di platform tersebut dikelola. Ini mungkin
termasuk hak pemilik platform untuk menggunakan, menampilkan, dan mendistribusikan konten pengguna.
Pada saat yang sama, biasanya pengguna akan memberikan izin kepada pemilik platform untuk
menggunakan konten yang mereka unggah. Lisensi dan Penggunaan Konten Biasanya, pengguna
memberikan lisensi kepada pemilik platform untuk menggunakan konten yang diunggah. Ini mungkin
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mencakup hak pemilik plattorm untuk menampilkan, menyimpan, mendistribusikan, dan mengubah konten
pengguna sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Penghapusan Konten Biasanya, pemilik platform
memiliki hak untuk menghapus atau mengubah konten pengguna jika melanggar ketentuan penggunaan,
pelanggaran hak cipta, atau alasan lain yang ditetapkan oleh pemilik platform. Pengguna biasanya
menerima risiko bahwa konten mereka dapat dihapus jika melanggar ketentuan yang ada[12]. Hak Pemilik
Platform Pemilik platform biasanya memiliki hak untuk mengatur, mengelola, dan mengendalikan operasi
platform, termasuk fitur-fitur yang terkait dengan hak cipta. Pengakuan Penggunaan Dalam beberapa kasus,
pemilik platform mungkin memiliki hak untuk mengakui penggunaan konten pengguna dalam rangka
promosi atau pemasaran platform. Pengguna mungkin diharapkan memberikan izin untuk penggunaan
semacam ini. Pengaturan Pembagian Pendapatan Dalam beberapa platform. seperti platform konten
berbasis berlangganan atau penjualan, ada pengaturan pembagian pendapatan antara pemilik platform dan
pengguna berdasarkan konten yang dihasilkan. Penghapusan dan Modifikasi Konten Pemilik platform
memiliki hak untuk menghapus atau memodifikasi konten pengguna jika diperlukan, seperti dalam kasus
pelanggaran hak cipta atau pelanggaran ketentuan penggunaan. Namun, beberapa platform mungkin
memberikan pengguna kemampuan untuk mengelola atau menghapus konten mereka sendiri[ 13].

Pengakuan Penggunaan Pemilik platform mungkin memiliki hak untuk mengakui penggunaan
konten pengguna dalam kepentingan pemasaran atau promosi platform. Ini mungkin mencakup penggunaan
konten dalam iklan atau materi promosi lainnya. Penggunaan Konten untuk Pengembangan Platform
Pemilik platform mungkin memiliki hak untuk menggunakan, mengubah, atau mengembangkan konten
pengguna untuk kepentingan pengembangan platform[14]. Hal ini bisa termasuk penggunaan konten dalam
pengembangan fitur baru atau produk terkait. Pembagian Pendapatan Dalam beberapa kasus, pemilik
platform dan pengguna mungkin memiliki perjanjian tentang pembagian pendapatan yang dihasilkan dari
konten yang diunggah. Ini terutama relevan dalam platform yang menghasilkan pendapatan dari konten
yang dibuat oleh pengguna. Pemberian Izin Pemilik platform mungkin perlu meminta izin tambahan dari
pengguna untuk penggunaan konten di luar lingkup platform, seperti penggunaan dalam karya lain atau
lisensi kepada pihak ketiga. Perubahan Ketentuan Pemilik platform dapat mengubah ketentuan penggunaan
dari waktu ke waktu, yvang dapat memengaruhi hak dan kewajiban pengguna terkait hak cipta mereka. Hak
Pemilik Plattorm Pemilik platform biasanya memiliki hak untuk mengatur operasional platform, termasuk
hak cipta terkait[ 15].

Dengan meningkatnya kepemilikan NFT, penting bagi pembeli dan penjual untuk memahami hak
dan kewajiban hukum mereka serta menghindari pelanggaran hak kekayaan intelektual. NFT yang berisi
foto atau data pribadi dapat menimbulkan masalah privasi, sehingga perlu dipertimbangkan secara serius.
Selain itu, NFT juga berpotensi digunakan untuk pencucian uang atau terorisme. yang mengharuskan
regulator dan penegak hukum untuk mengawasi transaksi ini dengan ketat. Untuk melindungi semua pihak,
penting bagi pembuat kebijakan dan pelaku industri untuk mengembangkan kerangka hukum yang jelas
dan efektif dalam mengatur NFT.

NFT telah menarik perhatian sebagai cara baru untuk memonetisasi seni digital dan barang koleksi.
Ini token yang disimpan di blockchain ini membuktikan kepemilikan aset digital seperti tweet, video, atau
karya seni. NFT tidak masuk ke dalam kategori hukum seperti properti atau kekayaan intelektual, schingga
status hukumnya hukumnya di Indonesia masih belum jelas[16].

C. Implikasi Hukum atas Kepemilikan Aset NFT

Kepemilikan Hak Cipta dan Informasi Pribadi, Pengguna memberikan informasi pribadi seperti alamat
email dan data penggunaan kepada pemilik platform. Implikasinya adalah pengguna harus memberikan izin
untuk pengumpulan dan penggunaan data pribadi mereka sesuai dengan Kebijakan Privasi yang telah
ditetapkan, Perubahan Ketentuan Layanan Pemilik platform berhak mengubah ketentuan layanan dari
waktu ke waktu. Implikasinya adalah pengguna diharapkan untuk secara teratur memeriksa dan memahami
perubahan ketentuan layanan yang diberlakukan oleh pemilik platform, Penggunaan Layanan oleh Anak-
Anak Layanan ini tidak ditujukan untuk anak di bawah usia 18 dan pemilik platform tidak sengaja
mengumpulkan informasi dari anak di bawah usia tersebut. Implikasinya adalah pengguna di bawah usia
18 harus mendapatkan persetujuan orang tua atau wali sebelum menggunakan layanan ini, Pemindahan
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Data ke Yurisdiksi Lain Informasi pengguna, termasuk Data Pribadi, dapat ditransfer ke komputer di luar
yurisdiksi tempat pengguna berada. Implikasinya adalah pengguna harus menyetujui transfer data mereka
ke yurisdiksi lain sesuai dengan persyaratan Kebijakan Privasi[17].

Penggunaan Data untuk Berbagai Tujuan. Pemilik platform dapat menggunakan data yang
dikumpulkan untuk berbagai tujuan, termasuk penyediaan layanan, perawatan pelanggan, analisis,
pemantauan penggunaan, dan penanganan masalah teknis. Implikasinya adalah pengguna harus
memberikan izin untuk penggunaan data mereka untuk tujuan-tujuan tersebut. Kuki dan Teknologi
Pelacakan Pemilik platform menggunakan kuki dan teknologi pelacakan serupa untuk melacak aktivitas
pengguna. Implikasinya adalah pengguna harus memberikan izin untuk penggunaan kuki dan teknologi
pelacakan ini atau mengatur peramban mereka untuk menolak kuki jika tidak ingin data mereka dilacak.
Kewajiban Hukum dan Keamanan Data. Pemilik platform dapat mengungkapkan Data Pribadi pengguna
dalam situasi tertentu, seperti untuk mematuhi kewajiban hukum atau melindungi hak dan properti.
Implikasinya adalah pemilik platform memiliki kewajiban untuk melindungi keamanan data pengguna
sejauh yang wajar dimungkinkan. Pembatasan Keamanan Data Meskipun pemilik platform berusaha
menggunakan cara yang dapat diterima secara komersial untuk melindungi Data Pribadi[ 18], keamanan
data tidak dapat dijamin sepenuhnya. Implikasinya adalah pengguna harus menyadari risiko keamanan
terkait dengan penggunaan layanan dan mengambil langkah-langkah pencegahan sesuai dengan kebijakan
dan pedoman yang ditetapkan oleh pemilik platform. Teknologi Blockchain dapat memiliki dampak positif
dalam mempercepat ekonomi Indonesia, menjadi terperinci, terhubung, dan terbuka sektor bisnis, dan
mendukung pemerintah dalam menentukan kebijakan yang tepat. Dari perspektif NFT (non fungible token),
blockchain adalah sebuah teknologi yang digunakan untuk memvalidasi kepemilikan barang yang dapat
dibeli dengan mata uang kripto dan ditukar dengan mata uang resmi. Blockchain itu sendiri merupakan
komponen penting penting dari ekosistem kripto, seperti halnya Crypto NFT[19].

Tanggung Jawab Penggunaan oleh Anak-Anak, Orang tua atau wali bertanggung jawab atas
penggunaan layanan oleh anak-anak di bawah usia 18. Implikasinya adalah orang tua atau wali harus
membimbing anak-anak dalam menggunakan layanan ini dan memastikan persetujuan mereka atas
pengumpulan dan penggunaan data. Penerimaan dan Perubahan Kebijakan Privasi Pengguna harus
menyetujui Kebijakan Privasi dan memahami bahwa penggunaan layanan ini setelah pengubahan kebijakan
akan dianggap sebagai penerimaan terhadap perubahan tersebut. Implikasinya adalah pengguna harus
mengikuti perubahan Kebijakan Privasi dan Kebijakan Layanan yang diberlakukan oleh pemilik platform.
Penting untuk diingat bahwa implikasi hukum dapat bervariasi tergantung pada yurisdiksi hukum tempat
pengguna berada dan interpretasi hukum yang diberlakukan di sana. Sebaiknya pengguna memahami dan
mematuhi ketentuan-ketentuan ini serta berkonsultasi dengan ahli hukum jika diperlukan[20].

IV. SIMPULAN

Analisis ini menyoroti pentingnya kepemilikan hak kekayaan intelektual dalam konteks platform NFT
seperti Splinterlands, termasuk hak cipta, merek dagang, dan paten atas elemen-elemen permainan. Pemilik
platform harus memiliki hak yang sah untuk menggunakan dan melisensikan elemen-elemen ini. Kebijakan
pengumpulan data pribadi, perubahan ketentuan layanan, perlindungan anak-anak, serta keamanan data dan
kuki juga menjadi aspek penting dalam penggunaan platform NFT. Pengguna dan pemilik platform harus
sepakat dalam perjanjian yang jelas dan transparan, memastikan keselamatan data, dan mematuhi regulasi
hukum serta perlindungan privasi, untuk mencegah potensi sengketa di masa depan dalam perkembangan
dunia NFT yang terus berubah.
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